@

BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANGI/JASA
UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK (e-STANDAR HARGA)

Menimbang

Mengingat

py B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH ,

. 8. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan

efisiensi dan efekfivitas penyusunan dan pengendalian dalam
peiaksanaan Anggaran Pendapalan dan Beianja Daerah
(APBD) perlu disusun Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa. Upah dan Peralatan sebagai Pedoman oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RIA),

. bahwa penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,

Upah dan Peralatan dimaksud dilakukan dan dilaksanakan
melalui aplikasi e-Standar Harga Satuan yang merupakan
aplikasi yang terintegrasi, yang meliputi Standar Harga Satuan
(SHS), Harga Saluan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa
Standar Belanja (ASB);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tapanuli Tengah tentang Mekanisme Penyusunan Standar
Harga Satuan (SHS) Barang/lasa, Upah dan Peralatan
Kabupaten Tapanull Tengah secara Elektronik (e-Standar
Harga).

Undang-Undang DOri MNomor 7 Tahun 1958 fentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinzl Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1558 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288);
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. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daesrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomar 8573),

. Ungang-Undang Nomor £ Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018},

. Peraturan Pemenntah MNomor 38 Tahun 2007 tentang

FPembagian Urusan Pemenntah anlara  Pemenntah,
Femernintahan Daerah Prowvingi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Fengelolaan Barang Mk MNegara/Userah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor 5533)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Paraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Fembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintan
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
MNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6041);

. Peraturan Pemenntah Momor 12 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Reapublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang/lasa Pemernlah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2020 Nomar 57);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang

Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elekironik (e-Catalogue)
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510},

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547,




Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonasia Nomor 108
Tahun 2016 tentang Kode Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Miik Daerah (Beria Negara Republk indonesia Tahun
2016 Momor 2083);

14, Peraturan Menten PUPR Republik Indonesia Nomor 2B8/PRT/M/
2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekenaan
Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Repubfik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 11686);

15. Peraturan Menteri Dalam Meger Momor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri
Nomar 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2018 Nomaor
157);

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Paraturan Menten Dalam Neger Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Beria MNegara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
T19/PME.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
MNomor 976);

19.Peraturan Daerah Kebupaten Tapanuli Tengah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah
beberapa kall ferakhir dengan Peraturan Daerah Kebupsalen
Tapanuli Tengah MNomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kebupaten Tapanuli Tengah
Nomer 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah,

20, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021,

21.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah MNomor 23 Tahun 2016
tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah sebaimana teiah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupatl Tapanuli Tengah Nomor
56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Bupati Tapanuli Tenganh MNomor 23 Tahun 2016 tentang
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah,

22 Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN :

' MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG /

JASA UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK
(e-STANDAR HARGA)




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2,

10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan o«h
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negama
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daeran yang memimpin peiaksanaan urusan Femerntahan yang menjzdi
kewenangan Daerah Otonom;

Burati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adaah
unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintaran
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten,

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asst Daerah yang selanjutnya
disebut BPKPAD adatah unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimgin
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati maelalui Sekretarns Daerah;

Kepala Badan Pengelclaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuk Tengah,

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangen,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanul Tengah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjuinya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Dasrah yang selanjutnya disingkat Rerija
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (salu) tahun yaig
memusat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan,

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
REA Perangkat Dasrah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan seria
anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS;

Standar Herga Satuan adelah nilai harga yang seharusnya dikeluarkan unfok
satu satuan produk, barang dan jasa atau untuk membiayal kegiatan tertentu;

e-Standar Harga adalah aplikasi Standar Harga Satuan berbasis web berbentus
elektronik dalam bentuk database dan dapat diakses secara online;

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengan SHS adalah hamea
satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan disuatu daerah;




18,

18.

20.

21

24,
25,

26.

Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah
merupakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdini dari beberapa komponen
dengan nilai koefisien yang berdasarkan standar nasional Indonesia (SWI)
dengan penentuan besaran nilai koefisien yang disesuaikan dengan metcde
pelaksanaan yang akan dilerapkan,

Analisa Standar Biaya selanjutnya disingkat dengan ASB adalah merupakan

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan,

NMama Domain adalah alamal internete-Standar Harga yang berupa kode atau
susunan karakler yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam
internet;

Harga Pasar yvang dimaksud adalah harga Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
hasil survey pada tahun berjalan;

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (confinue) dan meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga)
pada barang lainnya;

. Overhead dan keuntungan yang dimaksud adalah pertambahan niiai

barang/jasa dipengaruhi faktor keuntungan pihak penyedia dan biaya ticak
terduga dalam pekerjaan;

Keterjangkauan adalah tingkat kesulllan dalam mencapai lokasi tujuankegiatar:

Zona adalah pembagian kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten
Tapanuli Tengah berdasarkan jarak yang dapat mempengaruhl nilai Standar
Harga Satuan;

Survey Pasar adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat realitas, kualitas.
dan harga aktual yang ada di pasar.

Pasal 2

Standar Harga Satuan {SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Komponen Biaya Kegiatan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD-P, Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Pricritas Plafon Anggaran Semenizra
(PPAS) AFBD-P Kabupaten Tapanuli Tengah,

Pasal 3

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 bagian, meliputi

a.
b.
C.

Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK),

Analisa Standar Biaya (ASB).
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
(1) Mengatur pengelolaan sistem e-Standar Harga yang terdiri dar pengeiola,

penyusun, penanggungjawab dan pengguna;

(2) Mengatur pengelclaan mekanisme SHS, HSPK dan ASB, kelengkapan

administrasi, verifikasi hingga penetapan SHS, HSPK dan ASB.




Pasal 5
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

(1) Menetapkan Siandarisasi Harga BarangfJass, Upah dan Peraigtan untuk
mendapatkan suatu standar harga tertinggi;

{2) Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana biaya
programfkegiatan sesuai pada pasal (2),

{(3) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja,

(4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bailk dan bersih dengan
memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang
berkualitas.

BAB I
SHS, HSPK DAN ASB

Bagian Satu
Slandar Harga Satuan (SHS)
Pasal 6

(1) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf (a) merupakan harga penyusun komponen
kegiatan untuk belanja barang.upah, sewa, jasa konsultasiibiling rateflenaga
ahli, honorarium dan Peralanan Dinas Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai
MNegen Sipil;

(2) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk barang
fersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta Owerhead dan
Keuntungan,

(3) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk jasa
tersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta Overfhead dan
keuntungan;

(4) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang berkaitan
dengan bidang Pekeraan Umum tdak termasuk Overfead dan Keuntungan,

(%) Inflasi yang digunakan adalah perkiraan inflasi yang dikeluarkan oleh BPS
Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun berjalan;

(6) Standar Harga Satuan (SHS) Barangl/Jasa Upah dan Peralatan disusun dalam

5 £fona dengan 3 tingkat katerjangkauan sebagaimana iercanium pada
Lampiran | peraturan ini;

(7) Besaran harga satuan yang disebutkan pada ayat (6) diatas dapat berbeda-
beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada;

{8) Standar Harga Satuan (SHS) BarangiJasa, Upah dan Peralatan yang
dimaksud ayat (7) disajikan dengan tabel yang memuat semua zona dan
tingkat keterjangkauan,

{9) Nilai akhir Standar Harga Satuan (SHS) Barang/lasa, Upah dan Peralatan
dibulatkan ke nilai ratusan dibawahnya;

{10} Formulas: Standar Harga Satuan (SHS) Barangllasa, Upah dan Peralatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran Il peraturan ini




Bagan Kedua
Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pasal 7

(1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada pasal 3
huruf (b) merupakan harga komponen kegiatan melalui  analisis yang
distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan
Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa. Upah dan Peralatan sebagai elemen

penyusunnya;

(2) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) berdasarkan perhitungan kebutuhan
biaya upah, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau salu
jenis pekenaan ftertentu yang dipengaruhl oleh faktor Overhead dan
Keuntungan;

(3) Biaya Upah terdiri dar biaya tenaga kerja yang dipengaruhi oleh koefisien beban
kerja dan satuan waktu yang disepakati;

(4) Biaya Bahan terdin dari biaya pengadaan bahan, barang, peralatan atau
periengrkapan yang muncul pada pelaksanaan pekenaan,
(5) Biaya Peralatan terdiri dar biaya sewa peralatan atau perlengkapan kerja;

(8) Formulasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana tercantum pada
Lampiran Il peraturan ini.

Bagian Ketiga
Analisa Satuan Biaya (ASB)
Pasal 8

(1) Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf ¢
meliputi ASE Fisik dan ASB Non Fisik;

(2) Analisa Satuan Biaya (ASB) Fisik disusun atas kumpulan SHS dan HSPK
(disesuaikan dengan kebutuhan paket pekerjaan),

(3) Analisa Satuan Biaya (ASB) Non Fisik, misalnya pelatihan, sosialisasi,
bimbingan teknis, seminar, pemelharaan disusun berdasarkan komponen-
komponen SHS yang disesuaikan dengan kebutuhan secara minimal kegiatan
yang dilakukan;

(4) Formulasi Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana tercantum pada Lampiran
IV peraturan ini.

BAB IV
PENGELOLA, PENANGGUNGJAWAB, PENYUSUN DAN PENGGUNA

Bagian Kesatu
Pengelola dan Penanggungjawab
Pasal 8

Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah
dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan olah :

1. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Saluan (3HS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat Kabupaten:

2 Tim Pengelcla dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat OPD.




Pasal 10

Tim Pengelola dan Penanggungjawab Siandar Harga Satuan (SHS) Barangldasa,
Upah dan Peralatan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ang«<a
1 terdiri dari :

1.

10.

11.

Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa,
Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat Kabupaten adalah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupsisn
Tapanuli Tengah;

Penanggungjawab Utama adalah Kepala Badan Pengeloiaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,

Penanggungjawab Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas
sebagal benkut -

a. Mengkoordinir Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga
Satuan (SHS) Barang/lasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di
Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. Melakukan pengawasan kepads penanggungjawab harian, Koordina or
Pelaksana, Pelaksana dan Administrator,

c. Membuka dan menutup jadwal penginputan data e-Standar Harga

Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Penanggungjawab harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas unfuk
mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir terhadap koordinator pelaksanaan
atas penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah dan
Peralatan dan e-Standar Harga;

Koordinator pelaksana adalah salah satu Pejabat Eselon 1l danfatau PFTK
Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) pada Badan Pengelolzan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka & berfugas .

(a) Melaksanakan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barangllasa
Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga Tingkat Kabupaten,

{b) Mengkoordinir Pelaksana vaitu Pejabat Eselon IV pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah dalam pengumpulan usulan Standar Harga Satuan (SH3)
sesuBl bidang koordinasinya yang ditetapkan oleh Penanggungjawsb
Utama;

(c) Memastikan semua dokumen administrasi penyusunan Standar Harga
Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan secara lengkap telah
tersedia;

(d) Penanganan permasalahan dan keluhan dan Administrator dan Operator,

Pelaksana Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan ya:iu
semua Kepala Sub Bidang pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangen,
Pendapatan dan Aset Daerah;

Pelaksana beriugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan ferhadap
proses pangusulan Standar Harga Satuan (SHS),

Administrator adalah pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Penanggungjaw=b
Utama Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan,

Administrator sebagaimana disebulkan pada angka (10) bertugas sebaga
berikut -




a Menyampaikan Login User dan Password aplikasl e-Standar Harga kepada
operator;

b, Pemberian informasi lerkait perkembangan usulan SHS, HSPK dan ASB
yang masuk dalam sistem e-Standar Harga ke penanggungjawab ulama;

c. Penanganan permasalashan dan keluhan dar Tim Penyusunan Standar
Harga Satuan (SHS) Tingkat OPD;

d Mengawasi proses penginputan melalun aphkasi e-Standar Harga yang
dilakukan aleh operator,

g. Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan pengembangan
aplikas! kepada penanggungjawab harian;

f.  Administrator dibantu oleh Tenaga AhlTIMm IT yang ditunjuk oleh
Pananggungjawab Ulama dalam rangka keperluan pemeliharaan dan
pengembangan kebutuhan penggunaan aplikasi e-Standar Harga dalam
berjalannya penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan.

12. Operator e-Standar Harga yaitu Stal pada Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah;

13, Operator e-Standar Harga pada angka 12 bertugas melaksanakan
pendampingan penginputan e-Standar Harga yang dilakukan OPD;

14. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS)
BarangfJasa, Upah dan Peralatan dan e-Satuan Harga Tingkal Kabupaten
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan.
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 11

Tim Pengelola Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan
e-Standar Harga tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 2 terdiri
dari

1. Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,
Upah dan Peralatan tingkat OPD adalah OPD;

2. Penanggungjawab Utama adalah Kepala OPD;

3. Penanggungjawab Utama sebagsimana dimaksud pada angka 2 berfugas
sebagail berikut :

(a} Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa. Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di OPD;

(b) Melakukan pengawasan kepada Penanggungjawab Harian, Petugas
Survey, Petugas Verifikasi dan Operator;

4. Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris OPD;

5. Penanggungjawab Harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas
antara lain :

a.  Untuk mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir penyusunan Standar
Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar
Harga di OPD:,

b. Mengkoordinir Pejabat Eselon |Il dalam pengumpulan usulan Standar Harga
Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sesuai dengan kebutuhan;

6. Petugas Survey yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD;

7 Petugas Survey bertugas membantu Penanggungjawab Harian OFD dalam
melaksanakan survey Barang/Jasa, Upah dan Peralatan




10.

11

12.

Petugas Verifikasi yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk cleh Kepala OPD,

Petugas Verifikasi bertugas membantu Penanggungjawab Hanan OPD dalam
melaksanakan verifikasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS)
dengan formulasi SHS, HSPK dan ASB dari hasil survey harga yang telah
dilaksanakan;

Operator yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD,

Operator bertugas membantu tugas Penanggungawabh Hanan OPD datam
melaksanakan penginputan e-Standar Harga yang telah diverifikasi,

Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa,
Upah dan Peralatan tingkat OPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Bagian Kedua
Penyusun
Pasal 12

Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) BarangfJasa, Upah dan Peralatan
Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan oleh :

T:

Tim Penyusun Standar Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan tingkat Kabupsaten yang ditetapkan melalul keputusan Bupati
Tapanull Tengah;

Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
tingkat OPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Pasal 13

Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barangllasa, Upah dan
Peralatan tingkat Kabupaten, antara lain :

1.

Melakukan wverfikasi terhadap usulan Standar Harga Satuan (SHS) yang
disampaikan oleh masing-masing Tim Penyusun tingkat OPD;

Menyusun Standar Harga Saluan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan
hardasarkan usulan OPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan dilengkapi dengan berita acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Bupati

Fasal 14

Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barangidasa. Upah dan
Peralatan Tingkat QOPD antara lain

T

Melaksanakan survey harga terhadap kebutuhan barang/jasa minimal 3 (tiga)
penyedia barangfjasa yang dilengkapi kertas kerja;

Kertas Kerja yang dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran V
Peraturan Bupati ini

Melakukan perhitungan Standar Harga dengan formulasi SHS, HSPK dan ASB
dan hasil survey harga yang telah dilaksanakan;

Melakukan verifikasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS) yang
dimaksud pada angka 3,

Menetapkan usulan Stendar Harga Satuan (SH3) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan;

Menyampaikan usulan Standar Harga Satuan {SHS) Barang/Jasa. Upah dan
Peralatan yang dilengkapi dengan Kertas Kerja dan Berita Acara Venfikasi
kepada Tim Penyusunan Tingkat Kabupaten;

10




7. Melakukan penginputan e-Standar Harga vyang telah diverifikasi oleh Tim
Penyusun Tingkat Kabupaten.

Fasal 15

(1) OPD Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) bertugas sebagai berut

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan
Kawasan FPemukiman berlanggungiawab atas data bahan bangunan dan
konstruksi, bahan baku, bahan dan alat lampu penerangan jalan, alat-a'at
berat, alat-alat besar darat, upah pekerja konstruksi dan sejenisnya,

Dinas Kesehatan dan UPT Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawsb
atas data obat-obatan, alat kesehatan, alal laboratorium dan sejenisnya;

Dinas Pemuda dan Otah Raga bertanggungjawab atas data peralatan olah

raga, hadiah atas prestasi olahraga, perlengkapan pendukung olahraga dan
sejenisnya;

Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip bertanggungjawab aias
data jenis buku, alat peraga pendidikan, peralatan dan bahan perpustakazn
dan sejenisnya;

Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan
Perikanan bertanggungjawab atas data Alat Angkutan SungaifLaut, Aiat
Pertanian, Bibit Tanaman, Bibit Ternak/lkan, Pupuk, Pakan dan sejenisnya;

Bagian Umum Seidakab bertanggungjawab atas Alat Kantor dan Rum=h
Tangga, Suku Cadang, alat tulis kantor, barang pakai habis kantor dan
sejanisnya;

Dinas Perhubungan bertanggungjawab atas data rambu-rambu lalu linias
dan sejenisnya

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

bertanggungjawab atas data Alat Angkutan (Maobil, Truk, Sepeda Motor Roda
Dua dan Roda Tiga) dan sejenisnya;

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab aias
daia Jasa Tenaga Ahli Honoranum Narasumber dan sgenisnya;

Badan Pengelclaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspekiorat Daerah
bertanggungjawab atas Biaya Perjalanan Dinas.

(2) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang tidak termasuk atau belum dissbutikan
dalam ayat 1 huruf (a) sampai dengan huruf (j) apabila diperlukan wejb
diusulkan oleh seluruh OPD.

Bagian Ketiga

Pengguna
Pasal 16

Pengguna Standar Harga Satuan (SHS) terdiri dari :
(@) Pengguna Internal, yaitu

T

Pemerintah daerah;

2. Pemerintah desa.
(b} Pengguna Eksternal, terdiri dari :

1.

DPRD;

11




Ol

10.

11
12,

13

14

15,

16.

2. Kementenan/Lembaga/instansi yang wilayah keranya di Kabupaten

Tapanuli Tengah;
3. Akademisi,
4. Dunia Usaha.
BAB IV
MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA
Pasal 17

Penyampaian permintaan data usulan Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dari Tim Penyusun Tingkat Kabupatan
kepada OPD,

OPD Membentuk tim survey dan tim verifikasi standar harga;
OPD melakukan survey harga pasar,

OPD Melaksanakan analisa dan verifikasi terhadap survey harga pasar ysng
telah dilakukan;

Menetapkan usulan Standar Harga Safuan (SHS) BarangfJass, Upah dan
Peralatan untuk disampaikan kepada Tim Penyusun Tingkat Kabupaten,

Tim Penyusun Tingkat Kabupaten melaksangkan Verfikasi terhadap usuan
OPD;

Menginput Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yzng
telah diverifikasi:

OPD menyusun HSPK dan ASB:

OPD Menetapkan usulan HSPK dan ASB untuk disampaikan kepada Tim
Penyusun Tingkat Kabupaten;

Tim Penyusun Tingkat Kabupaten melaksanakan Verifikasi terhadap usulan
HSPK dan ASB;

Menginput data HSPK dan ASB yang telah diverifikasi;

Penyusunan Draft Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) BaranglJasa, Upah
dan Peralatan,

Penyampaian Draft Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Ugpah
dan Peralatan untuk dilaksanakan examinasi oleh Baglan Hukum
Setdakab. Tapanuli Tengah;

Penetapan Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah can
Paralatan oleh Bupat:;

Mencetak dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barangl/Jasa, Upah dan
Peralatan;

Pendistribusian dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan
Peralatan ke OPD.
BAB V
FUNGSI DAN PEMELIHARAAN e-STANDAR HARGA
Bagian Kesatu
Fungsi e-Standar Harga
Pasal 18

Aplikasi e-Standar memiliki fungsi sebagai berikut :

1.

Menerima masukan/pengimputan data Standar Harga Satuan (SH3)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang terverifikasi oleh Operator,




2. Menyimpan data Standar Harga Satuan (SHS) Barang/lasa, Upah dan
Peralatan;

3. Menyimpan berkas-berkas pendukung data Standar Harga Saluan (SH3)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;

Bagian Kedua
Pameliharaan
Pasal 19

Pemeliharaan terhadap e-3tandar Harga terdiri atas :

1. Administrator sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 angka 10
bertanggungjawab untuk proses pemelinaraan dan melaporkan kepada
Penanggungiawab harian dan Penanggungiawab Utama

2 Melakukan penyimpanan data yang ada didalamnya bersama tenaga ahlifTim IT
secara berkala setiap bulannya atau berdasarkan kebutuhan pada server yang
telah ditetapkan oleh Penanggungjawab Ltama

3. Melakukan evaluasi atas masukan tenaga ahliTim IT terhadap keamanan
aplikasi untuk setiap penode tertentu atau berdasarkan kebutuhan tertentu

BAB V1
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 20

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupatzn
Tapanull Tengah melakukan pengendalian dan evaluasi lerhadap pengelolaan a-
atandar Harga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB W
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

(1) Jenis dan Standar Harga Satuan (SH3) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang
belum di atur dalam Peraturan Bupati ini dapat diusulkan dengan Surat Kepala
OPD pengusul data dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar, Inflasi,
Profit dan Overhead serta Ongkos kinm;

{2) Usulan data yang dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan konsultssi
dengan Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) BeranglJasa, Upah dzn
Peralatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengsh dengan melampirkan data
pendukung.

Pasal 22

Hail-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupalti ini terkait dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Standar Harga Satuan (SHS)
Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli.




BAB Wil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupali Tapanuli Tengah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Barang dan
Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Secara Elektronik
{(e-Standar Harga), dicabut dan dinyatakan tidak bertaku lagi

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inl dan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupatan,

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 18 Januari 2021
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LAMPIRAN Il PERATURAY BUPATI TAPANULL TENGAN

nomor & TAHUN 2021
TANGGAL 18 Janmari 2021
FORMULASI 5HS BARANG [MON KOMSTRUKSI)
PENYUSLINAN STANDAR SATUAN HARGA
! OVERHEAD DAN HARGA SATLIAN PEMBLILATAN
']} AR BARANDG JUMLaR SATLLAN SFLSINEAR) HARGA PALAR
PRiLAN ) TOTAL uw|mq [Rpe} Rp-]
" & £ d " 1 i h infFea}*10m ELLE kariri|hj
Contoh
DOVERHFEAD DAN HARGA SATLIAM PEMBLILATAN
ND FAKLA BARANG IALAM SATLN SPESIELAY HARGH PALLR
NILAIES} TOTAL FELUNTUNGAN [10%) {®p.] iR
™ - : d " 1 3 [ Tt 1% Faflebnlj rstuu=il b
1 [Eertas Aim A 0 gr A 00000 3040 1 RR0L00 FR LN FERET T 52, 100,00
me%m‘m I[IJHEI'ILIEI]
PENYIESUNAN STANDAR SATUAN HARGA
OVERHEAD DAMN HARGA SATLIAN PEMBLUILATAN
NO B RAA BARANG ILRELAH SATLIAN SPESIFIAS HARGH FASAR
NALAIL) ToTal KELUNTUNGAN {107%]) iRp. inp.)
a " 5 d = f i [ = feh]*10% eiiepe T} g}
Comhoh
HO MAMA BARANG IUASLAM | SATUAN | SPESIEINASI | MARGA PASAN OVERHEAD DAM | HARGA SATUAN | PEMBULATAN
FiRLAIL} TOTAL KELINTLIMGAN [ 0rk) ;0] [l
] ] [ d ] F .} h sitehi™ 1T il "““-_L'ﬂl“
1 [Programmer L [ Tenags Alk o, (30, EH0EL. L) 1ACLA00. 00 18 00000 5, TaH, 000,00 &, 73H,000.00
FORMLULAS] 5H5 mmmqmmm]
PENYUSUMAN STANDAR SATUAN HARGS
PEMBLELATAN
L T#] HAMA BARANG SATURAN HARGSH FASAR "'-"l!"ﬂ' TOTAL HARGS SATLAAN [Rp.}
N A g d [i] f [ ﬂ-ﬂ:lu-'d"l
Coetah
NE RAMA BARANG SATUAN |  MABGA PASAR HARGA SATUAN (R | PEMBULATAN
HILAHY] TOTAL T, T —
- 5] IS d u I gl S rmnoig)
1 [Semen Tk 000000 | 3.0 150050 S1,500.00 51, 540.00
7 |Mandor OH 180,000.00 3.00 5 300,00 LS 40000 155.1-1&].!:!}
Eeterangan |55H Barang Mon Konsirsksi]
bc . Mama bamng HUFATI TAP TENGAH
d  Harps perar suney peEar L
e Inflasi gada tahun berjalon
g Owerhioad dan Taurtungan
e Herga Satuin Sealum Pambuiitss
[8 Piambulates ratusan tardoka dibisanays
BAKHTIAR sTBaRANI



LAMPIHAM 111 PERATURAN BUPAT] TAPANULI TENGAH

NOMOR: &

TA Hur 1011

TANGGAL: 28  Januari 2021

FORMULASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK]

PERKIRAAN | HARGASATUAN | JUMLAH HARGA
NAMA URAIAN SATUAN
KUANTITAS (Rp.) (Rp.)
] 3 4 5 ]
Biaya Upah
o] DR BSH]
data 5511}
Jumiah Biaya Upah
............................. [data 55H)
reree| b SEH]
Junslah Blayas Bahan
Biaya Feralatan
............................ Jdata S5H)
rererenearmreernenerd LS SSHY
Jumlah Biaya Peralatan A
Totul Biaya Upah, Bohan dan Peralatan [(A+BC)
i |Overhead dan Keuntungan ([ x maks 15 %) =
¢ _|Harga Satuan Pekerjaan [D+E] e
S -
/  BupATi TAPANULI TENGAH
*_ L
T
SIBARANI




LAMPIRAN [V PERATUIRAN BUPATI TAPANLLI TENGAH

NOMO# TAHUN 2031
TANGGAL : 2 fl Januari 2021

FORMULASI HARGA ANALISA SATUAN BIAYA (ASB)

Untuk Pekerjaan Konstruksi
MO NAMA URAIAN [Y) VIDLUME (&) HEPK [X] TOTAL
B b 3 | d o
1 ¥k Al M1 Al * K3
2 1¥3 a2 x AZ * %2
i B
4 |.
5 |. 4 P .
6 |¥n An Xn An " XN
G |Total I&n * ¥n
E PPN [10r%:) 0 * 10
F | TOTAL BIAYA PEKERJAAN D+E

Untuk Pekarjaan Non-Sonstruksl dan Pengadaan Barang Modal (PPN dan PPh sudah termasuk pada 554H)

NO MAMA URALAN (Y] VOLUME [A) | HSPK (X) TOTAL
a b [ d e
1(¥1 Al 21 A1 ¥l
2 |2 A2 X L
i
4 |,

5 | . . ;
B |¥n An ¥n Az * XA
O [Total TAn ™ ¥n

Untuk Pekerjaan laza dan Konsultans (PP sudah termasuk pada S5H)

NO MAMA URAIAN [Y) VOLUME (&) HEPK [X] TOTAL
a b [3 d e
1 (¥l A1 X1 Al * X1
2 |¥2 a2 xl aZ " X2
3
4 |.

0 ; L 3
& |fn A xn An * An
0 |Total IAn * Kn

BUPATI TAPANULI TENGAH

BAKHTIAR

BARANI




